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SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DALRAH ISTIMiWA YOGYAKAKTA
NOMOR : 129 / X278 / 1983
TENTANG

| P.NCESAHAN PLRATURAN DAZIAH KOTANADYA DAIRAH TINGKAT II

! YOGYAKARTA NONOK 3 TAHUN 1982 TLNTAuC SUSUNAN ORGANISASI
! | . DAN TATA KiRJA SERTA FORRASI DINAS PeNLAPATAN DAERAH KO-
TAEADYA DALRAH TINCKAT II YOGYALAHTA.

GUBSRNUR KOPALA DACRAH ISTIMEWA YOGYAKLRTA

Membaca : 1, Surat Valikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Yogvakarta Nomox:
188,342/15630/5ek/1982 tanggal 18 Nopember 1982 Hal : Permohon
an Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Su -
sunan Organisasi dan Tata Kerja serta Formasi Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ;

2, Peraturan Deerah Kotamadya Dzevah Tingkat II Yogyakarta Nemor:
3 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta
Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat IT
Yogyakartia.

Menimbang : Bahwa tidal berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Deerah Xo=
| tamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Pghun 1962 dimaksuds

Mengingat : 1. Undang-Undang lomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 ;
3, Undang~Undang Nomor 16 Tahun 1950 ;3
4, Undang=Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; |
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 1980 ;3
7« Keputusan Presiden Nomer 15 Tahun 1977 jis Nomor 69 tahun
1980, Keputusan MENPAN Nomor 65/LENPAN/1980 dan Nomox 59/
1sNPAN/ 1981 .
8. Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 88 Tahun 1968 ;
9. Keputusan Lienteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 3
| , 10. Keputusan lMenteri Dalam Negeri Iomor KUFD 7/12/41=101 Tahun
_ | 1978 ;
[ 1% Pegaturan Deerah DIY Nomor 6 Tahun 1959 jo Nomor 15 Tahun
1960«
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MEMBMUTUSKAN:

Menetapkan : I. lengesahkan Peraturan Daerah Kotgmadya Daerah Tingkat I1
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja serta Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kota~-
madya Daerah Tingkat II Yogyakerta, dengan perubahan/pe =
nyempurnaan sebagai berikut

Aele Pada judul, DIKTUM dan Judul Penjelasan yang gemula
berbunyi “SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKEORJA SERTA FOR=-
MLSI DINAS PulDAP.TAN DALRAH KOPAMLDY: DAERAH TINGKAT
TI MOGYLKLRTA™ diubah menjadi ¥PLMBENTUKAN ORGANISASI
DLN TATL KERJA SERTA FOLRMASI DINAS PuNDAPATAN DAERAH
KOTANADY,L DALRAH TINGKAT II YOGY/KLRTA.

2. Pada Konsiderans liengingat diubau menjadi :

1.. Undang=Undang Nomor 5 Tehun 1974 3

2. Undang=Undang Nomor 16 Tahun 1950 ;

3. Undang=Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 ;

5.. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jis Homor
69 Tahun 1980, Keputusan Menteri Negara Penertib-
an Aparatur Negara Nomor 65/EINPAN/1980 dan Nomor
59/NaliPAN/1981 _

7« Keputusan ecsesscses
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1968 ;
8+« Keputusan leateri Dalam Negeri Komoxr 363 Tahun 1977 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD T7/7/39-26 Tahun

1978 3
10. Keputusan ilenteri Danlam Negeri Nomor KUPD 7/12/41=101 Tohun
197e
11. Keputusan Mentceri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/18/15-161 Tahun
1978 3 :
12. Peraturan Dacrah D.I.Y. Nomor € Tahun 1959 jo Nomer 15 Tahun 1960;
13. Surat Keputusan DPRD . Kotamadya -Dacrah Tingkat II

Yogyakarta Nomox 1/K/Lri),/1979.

3« Ditambah BiD II baru dengan judul “PENMBLNTUKALNY dan Pasal 2 baru
yang berpunyi “"Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Dinas Penda-
patan Daerah®, B.iD serta Pasal Pasal sclanjutnya disesuaikan.

4e PadalPosal 6 lamn ayat (2) pade kelimat terakhir ditambah kali -
mat "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku®,

S+ Bagian Kedua, judul dan Pasal 9 lame dihapuse.

6. Pada Pnsal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan
Pasal 23 (lama) ; semua kalimst ang berbunyi “NMelaksenakan dan
menbantu Tugas Kepala ...." diubeh menjadi “Melaksanakan tugase
tugas lain yang diberikan oleh Kepala s.eese dan diletakkan pa-
da huruf terakhir serta huruf-huruf selanjutnya disesuaikan,

7. Pada Pasal 11 lama zyat (2)
= Huruf b : pada kalimat terakhir ditambah "“"serta Daftar Penilq&
an Pelaksenaan Pckerjaan (DP 3).

= Huruf c diubah mehjadi : Y¥enyusun dan memelihara Dafter Urdut
Kepangkatan (DUX) dan Daftar Hodir (presensi)i.

8. Pada Lampiran II?

- Semmz Jenjang Kepangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang
semula II/b - III/b diubah menjadi III/a -~ III/b.

= Ditambah Kolom 5 . yang berbunyi : “Kepalae Urusan/Sub Seksit,

- Pnda kolom ketcrangan ditambah kalimat yang berbunyi :
% Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jis No=-
nor 69 Tahun 1980, Keputusan Mcnteri Negara Penertiban Aparate
ur Necgara Nomor 55/MENPAN/1980 dan Nomor S59/LLNPAN/1981, Kepa-
la Urusan dan Kepala Scksi termasuk Lselon Vb,

Be Pada Penjelagan :
- Didepan kata "UMUMY® dan “PASAL DEMI PASALY ditambah keta “PUNJE=-
LLSAN® .
= Penjelasan Pasal Demi Pasal disesuailkan dengan perubahan.

IIl. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

i Ditctapkan di : Yogyakaria
f Pada tangeal : 25 Apustus 1983

} WAKIL GUBLRNUR
S{LIh!N Keputusan ihi disampeikan KEPALA DALRAH TSTINEVA YOGYAKLLITA
Kepada Yth. : ttd.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta; L R o PR
Menteri Negara PLN di Jakarta ; BAKU ALot VIIT
DIRJEN 2UOD LLPL:GRI di Jakarta;
KEPLLL BAKN = di Jakartaj;
Ka Ro Kepegawaien SLTJEN DEPLAGRI di Jakarta;
Kepala Biro Perencanaan SLTJ.LN DEPDAGRI di Jakarta;
Kepala Birce Hukum SETJERN DEPDACGRI di Jokarta
Pimpinan DPRD Propinsi DIY
Bupati/walikotamadya Kepala Dati II se Propinsi DIY ;
Pininan DPID Kotamedya Dati II Yogyako rtn -

11q Kepala. Besebee




11s Kepala Inspelktorat Viilayah Propinsi DIY ;
12. Kepalo Bantor Wilayah I BLKN Di Yogyakarte ;

13. Kepala Dinas Fendapatan Dacrah Propinsi IIY j

14. Kepale Biro Kepcyawaian Setwilda Propinsi DIY ;

15, Kepalza Biro Organisasi dan Tataloksana Setwilda Props. DIY ;
16. Kepalas Bire Keusngan Setwilda Propinsi DIY 3

17. Kepala Biro Unum Setwilda Propinsi DIY ;

18, Kepala Biro Hukum Setwilde Propinsi LIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunckan scperlunya.




